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Pemhentukan Badan
Indonesia

PENGESAHAN Undang-Undang
Satu Data Indonesia (UU SDI)
oleh DPR mengamanatkan
pembentukan lembaga atau
badan baru yang secara khusus
bertugas sebagai koordinator
dan penyelenggara Satu Data
Indonesia.

Dalam rapat paripurna yang

digelar pada Selasa (6/10/2026),

DPR menyetujui pengesahan
Rancangan Undang-Undang
(RUU) Satu Data Indonesia
menjadi undang-undang.
Regulasi yang terdiri atas 20

bab dan 141 pasal tersebut
mengatur berbagai hal,

Presiden dan dikoordinasikan
dengan Badan Perencanaan
Nasional

mulai dari data

)

hingga
dan pelindungan data.

Anggota Badan Legislasi
(Baleg) DPR R, Daniel Johan
mengatakan, pembentukan
Badan Satu Data Indonesia
(BSDI) diperiukan untuk
mencegah manipulasi data
sehingga pembangunan dapat
berjalan lebih terarah.

la menjelaskan, masyarakat
nantinya dapat mengakses
data secara terbuka dari
seluruh kementerian dan
lembaga. Namun, akses
tersebut dikecualikan untuk
data yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan.
“Yang enggak bisa diakses itu

BSDI akan diserahkan kepada

YANUAR ARIF WIBOWO
Anggota Komisi X1l DPR RI

Kalau Sudah Perintah
Uu, Harus Dibentuk

yang menyangkut pertahanan
dan keamanan, yang bersifat

&6

raha a,” ucap Daniel.

sisi lain, Direktur Ekonomi
mgnal Center of Econamic and
Law Studies (Celios), Nailul
Huda, mempertanyakan urgensi
pembentukan badan atau
lembaga baru di luar struktur
kelembagaan yang sudah

ada. Menurutnya, penguatan

atu Data

“Namun demikian, apakah
perlu lembaga senditi? Saya
melihat BPS sebenarnya bisa
menjadi lembaga pengampu
satu Data Indonesia, dengan
catatan harus independen. BPS.
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keharusan untuk direalisasikan.
Sebaliknya, Manager Riset
Seknas FITRA, Badiul Hadi,
menilai pembentukan lembaga
baru melalui Undang-Undang
Satu Data Indonesia justru

selama ini dalam
penghimpunan data yan,
berasal dari sektoral,” katanya.

fungsi dan Badan
Pusat Statistik (BPS) dinilai

lebih efisien dibandingkan
membentuk institusi baru untuk
mengampu program Satu Data
Indonesia.

BADIUL HADI

itu, Anggota
Komisi XIll DPR RI, Yanuar
Arif Wibowo mengatakan,
pembentukan badan baru
merupakan amanat undang-
undang sehingga menjadii

Manager Riset Seknas FITRA

Lembaga Baru Bisa
Bikin Gemuk Birokrasi
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PO perg
birokrasi dan memperlambat
proses pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih
jauh pandangan Yanuar Arif
Wibowo dan Badiul Hadi
terkait rencana pembentukan
badan baru tersebut, berikut
wawancaranya.

Jika lembaga yang
bertugas merencanakan
pembangunan tidak
memperoleh data yang
akurat, tentu hasil
perencanaannya juga

Pemerintah seharusnya
memperkuat kapasitas
kelembagaan yang
sudah ada dan terbukti
memiliki kompetensi,
seperti BPS dan

Dalam Undang- Undang Satu Data

olell undang undang, lembaga

lembaga baru dalam wakitu satu ta-
hun. Bagaimana pandangan Anda?
ehenarnya, lembaga Badan Satu
Data ini sudah ad di bawah Bappenas.
Selama ini. lembaga tersebut sudah
bekerja. Hanya saja. persoalannya
adalah payung hukum yang menjadi
dasar pembentukannya masih berupa
peratucan presiden (Berpres)

Akibatnya, kewenangan badan
ini masih terbatas, sehingga tidak
bisa melakukan koordinasi secara
optimal dengan kementerian dan
lembaga terkait. Namun, dengan
adanya undang undang, lembaga ini
menmiliki landasan hulum yang lebih
kuat karena pembeniukannya dipecin
tahkan langsung oleh undang undang
Dengan demikian, kewenangannya
juga menjad lebih kuat.

Artinya, karena diperintahkan

baru ini

Iya. Kalau memang sudah menjai
periniah undang undang, tent harus
dibentuk. Sehenarnya. lembaganya
sudah ada. Hanya saja. selama ini dasar
hukumnya adalah Perpres Tahun 2018

Mengapa lembaga tersebut tidak
dizatukan saja dengan Badan
Pusat Statis =
Sehab, ada pandmgm bahwa pem
bentukan lembaga baru berpotensi
membutuhkan anggatan tambahan,
n diskusi awal dan proses brain
storming kemarin, s2y3 memang tidzk

berpotensi tidak tepat.

berdasarkan Perpres. Dengan adanya
undang undang mi. nantinya posisi
kelembagaan tersebut tetap berada di
bawah Bappenas.

Bappenas merupakan lembaga stra
tegis yang memberikan masukan dan
evaluasi terkait perencanaan pemba
ngunan. Karena itu, perencanaan harus.
didukung oleh dara yang akurat. Jika
lembaga vang bertugas merencanakan
pembangunan tdak memperoleh data

Bappenas.

i d Anda
terhadap usulan pembentukan lem-
baga baru sehagai amanat Undang-
Undang Satu Data Indonesia (SDI)?

Menurut saya, pembentukan lem
baga baru dalam Undang Undang
Satu Data Indonesia justru berpotensi
mempergemuk birokrasi dan mem
perlambat proses pemerintahan. Se
lain itu. kebijakan tersetut dapat me
micu ego sektoral sntarlembaga serta

yangakurat. tentu basil
juga berpotensi tidak tepat.

mun, jika tetap berada di
bawah szp!nas ‘bukankah ke

mengikut
Namun, pad'\ tahap awal pembahasan
kemungkinan

SDI berada di

a

Yang jelas. saat ini
bawah Eappenas, bukan BPS. Selama
ini. SDI memang berada di bawah
Bappenas. te@pi kewenangannya masih

Bisa menjadi lemah
ketika harus berkoordinasi dengan
kementerian atau lembaga lnin?
Sebenarnya, persoalannya bukan
paca apalcah lembaga tersebut beraca di
bawah Bappenas atau tidak, melainkan
pada dasar hukum pembentukan dan
kewenangannya. m Ren

g urkan anggaran negara
tanpa jamir nva peningkatan
kualitas tata kelola informasi

Apakah sebaiknya fungsi ter
sebut dimasukkan ke dalam lem-
baga yang sudah ada atau mem-
perkuat kelembagaan yang telah
tersedia?

Daripada memaksakan pemben
tukan entitas birokrasi baru yang
sarac kepentingan politik, Pemerintah
seharusnya memperkuat kapasitas

vang sudah ada dan
terbukti memiliki kompetensi. se
perti Badan Pusat Statisiik (BPS) dan
Kementerian Perencanaan Pemba
ngunan Nasional/Bappenas.

Menurut Anda, apakah pemben.
tukan lembaga baru tersebut nan.
tinya akan membebani APBN?

Kehadiran lembaga baru tentu
akan menambah beban keuangan
negara. Saya khawarir lembaga ter
sebut justru hanva menjadi tempat
penampungan jabatan hagi elite yang
memiliki kedekatan atau merupakan
titipan kepentingan politik.

Sementara ltu. persoalan klasik
seperti tumpang tindih data sektoral
dan rendahnya akurasi informasi
antarlembaga. baik di tingkat pusat
maupun daerah, justra berpotensi
1etap terbengkalai.

Dari sudut pandang efisiensi fiskal
nasional. kebijakan ini merupakan

LRl pésibemzi sriggsias. bar
ilitas fisik dar
it pospwial stvaktinal bore Sangat
bertentangan dengan semangat peng
hematan keuangan negara, terutama
di tengah tekanan ekonani global

Apa saran Anda kepada Peme-
rintah terkait penguatan kelemba-
gaan Satu Data Indonesia?

Pemerintah sebatknya membatalkan
rencana pembentukan institusi
baru tersebut dan memfokuskan
seluruh energi pada integrasi sistem
digital yang sudah tersedia. Selain
itu. Pemerintah perlu memberikan
mandat dan kewenangan yang kuat
kepada BPS dan Bappenas sebagai
wali data utama

Dengan demikian. penguatan tata
kelola Satu Data Indonesta dapat dila.
kukan melalui optimalisasi kelemba
gaan yang sudah ada, bukan dengan me.
nambah struktur bitokrasi ban. m Rew
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